KEPALA DESA PENER KECAMATAN TAMAN

KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENER
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PENER
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

KEPALA DESA PENER,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3)

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan

Desa;

. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam

pembangunan desa guna mewujudkan visi dan
misi Desa Pener, maka perlu disusun rencana
pembangunan tahunan desa yang dilakukan
melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun
berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara
resmi dengan Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Pener Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 entang
Keouangan MNegara [Lembaran MNegara Repubhk
[ndonesia Tahwun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
4226);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistemn Perencanaan  Pembangunman  Nasional
(Lemnbaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indenezia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 44 35),

. Undang-Undang WNamar & Tahun 2014 rtentang

Dresa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor ¥, Tambahan Lembaran MWNegara

Republik Indonesia Nomor 53495);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3587)
sthagaimana telah divhah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedusa Ates Undang-Undang 23
Tahun 2014 tentang Pemeninlahan Daerah
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor H679).



Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
& Tahun 2015 tentang Pedoman Penvusunan
Peraturan [ Desa [Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomor 6);

15. Peraturan [Desa Pener Nomor 5 Tahun 2015
terntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
[¥esa  Pener  Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang Tahun 2016 - 202] {Lembarsn Desa
Pener HKecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Tahun 2015 Nomor 3],

Lengan Kesepakatan hersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FENER

dan
KEPALA DESA PENER

MEMUTUSKAN .
Menetapkan : PERATURAN DESA PENER TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA PENER KECAMATAN
TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016.

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desga ini vang dimaksud denpan -
Desa adalah Desa Pener.
2. Pemerintahan Desa adalsh  Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyaraket setempat dalam
=lstern Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.




£

LC

Pemenntah Desa adalah Kepala Desa Pener dibanty Perangkat
Desa Pener sebagai unsur Fenyelenppara Femerintahan Desa.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Pener.

Perangkat Desa Pener adaelah Peranghat yang membani
Kepala Desa Pener dalam melaksanakan tugas dan
Kewajibannya, terdiri dang Sckretaris Desa, Kepala Urusan,
Unsur Pelaksana Telnis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnys disingkat BPD
adalah Lembaga vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dar penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilavah dan ditetapkan secara demokratis.
Musvawarah Desa vang yang selanjutnya disingkat Musdes
adalah musyawarah antara Badan Permusvawaratan Desa,
Pemenntah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
olehh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal
vang bersifat strategis,

Musyvawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa yang
gselanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Dessa, dan
unsur masyarakat vang diselengparakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prienitas, program, Kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa vang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swardaya masyarakat Desa,
danfatan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja Dasrah
Kabupaten /Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah Kabupaten
Pemalang vang selapjutnyva di singkat RPJMD Kabupaten
Permnalang adaiah Rencana Pembangenan Jangka Menengah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  yang
selanjuinya  disingket RPJM  Desa  adalah  Rencana
Pembangunan Jangka Mencngah Desa Fener Tahun 2016-
2021,



11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat
REP-Dcsa adalah Penjabaran dar RPJM Desa Pener untuk
Jjangka wakiu 1 [satya} ahun,

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa vang selanjutnya APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
vatlg dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan
BFPL, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Alokasi Dana Desa vang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14, Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yvatig diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggeran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten/Kota dan digunekan untuk membiayad
penyelenggaraan pemenintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

15, Visi adalahl rimusan umum mengena keadaan ideal yang
dimginkan pada alchir perniode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengensi upaya-upaya yang akan
dilaksanaken untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah fangkah-langkah berisikan program-program
mmdikanf untuk mewyjudkan visi dan misi.

18, Arah Kebijakan adelah arah atau tindakan vang diambil oleh

Pemernintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN FENETAPAN RKP DESA

Paaal 2

(1] Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil
kesepakatan dalam musyawarah Desa.

(£} Musyawarah Desza sebagaimana dimeksud pada ayat (1} paling
lammbat dilaksanakan pada bulan .Juni tahun anggaran berjalan.




Pa=al 3

Prrercanaan pembanpunan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 menjadi pedoman bagl Pemerintah Desa dalam menyusun

rancangan B¥P Desa, dan daftar usulan BEKP Desa

{1)

(2]
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(1]

(2]

]

Pasal 4

Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Dega wajib
menvelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa secara partisipatif,

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa schagaimana
dimaksud pada ayar {1} diikud voleh Badan Permusyawaratan
Dess dan unsur masyarakat Desa.

Rancanpan RHP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa,
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3
memperhatikan arah  kebjjakan percncanaan pembangunat
kabupaten.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4
merupakan penjabaran dari RPIM Desa untuk janghs waktu
1 [satu) tahun.

Pasal &

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meripakan
penjabaran dari RP.JM Desa untuk janghka wakttu b (satu) tabun.
RKF Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat
rencana  penyelenggaraan Pemenintahan Desa, pelaksanaan
pembangunarn, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyaralkat Desa,

KD [esa sepagaimans dimaltsud pada ayat |2} peling sedikit
berisi uraian: '

a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tabun zebelumnya,

b, Prioftas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;
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¢. Prioritazs program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga,

d. Rencana program, kcgiatan, dan anggaran Lesa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangap penugasan dan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten; dati

e. Pelaksana keglatan Desa vang terdin atas unsur perangkat
Desa danfatatl unsur masyarakat Desa.

RKF Dess sebapaimana dimaksud pada ayat (3] disusun aleh

Pemerintah Desa sesuai dengan inforrnasi dad pemerintah

daerah kabupaten herkeitan dengen pagn indikatul Desa dan

rencana kegiatan Pemerintah, pemetintah daerab provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten,

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli

tahun berjadan.

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat

akhir bulan September tabiun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar penetapan AFB Desa.

Pasal &

Permerntah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan
Desa kepada pemerintah daerah kabupaten,

Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan
kebutuhan pembangunan  Desa  kepada Pemerintah  dan
pemerintah daerah provinsi.

Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat |2} harus mendapatkan peraetujuan bupati.

Dalamm  hai  bupati memberikan  persetujuan,  usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3 disampaikan oleh bupati
kepada Pernerintah dan/atau pemerintah dacrah provinsi.
Usulan Pemerintah Dcsa sebagaimena dimaksud pada ayat {1}
dan ayat (2] dibasilkan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa.



(6) Dalarm hal Pemerintah, pemerintah daerah provinss, dan
pemerintah daerah kebupaten menvetujui usulan sebagaimana
dimaksud pada ayar (1} dan ayat [2), usulan terssbut dimuat
dalam EKF Desa tahun benkutnya.

Pasal 7

(1] Rencana Kerja Pemmerintah Desa {RKP Desa) dapat diubah dalam
hal:

a. Terjadi perisiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, danjfatau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atay

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, danjfatau pemerintah daerah

kabupaten.

{2} Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa {REP
Desal sehagaimana dimaksud padas avat (1) dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Dessa

dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa,

BAB [l
MEKANISME FENGAMBILAN KEFUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pazal 3

{1} Pemerintahnan Desa wajib mengembangkan  nilai-niles
demokrasi, untulk mengambil keputusan dalam  forun
Musrenbang Desa.

{2} Mekanisme pengambilan keputuzan dalam forum Musrenbang
Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan
musvawarah dan mufakat.



BAR IV
EKP-Dresa

Pasal ©

Sistemnatika RKP-Desa disusun schagail nerikut
FENDAHULUAN

BAR |

BABII

BAB I

BAB IV

BAEB V

L.1.
1.2.
1.3.
1.4,
1.3,
L.6.

Latar Belakang
Dasar Hukum
Tujnan dan Manfaat
Vis: — Misi Desa
Proses Penyusunan

Sistermnatlka

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1,
2.2,

kebyakan Pendapatan Desa

kKebijakan Belanja Desa

RUMLUSAN PRICRITAS MASALAH

3.1,

3.2
3.3.

3.4,

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa
Tahun 2015

Identifikasi Masalah berdasarkan RRIM Desa
Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Supra Desa

Identiftkasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

Drarurat

RUMUSAN FRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMEARGUNAN DESA

4.1,
4.2,

4.3,

4.4,

Prictitas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
Prioritas Program & Kegiatan Skala Penugasan dar
Pemerintah dan Pemerintah Baerah,

Prioritas Program & Kegiatan Skala Ketjasama Antar
Desa dan Pihak Ketiga,

Pagu Anggaran Semerntara

PENUTLUF



LAMPIRAN .

. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tabun 2016

—

Program dan Kepiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
Draftar Usulan RKP Deza [DURRKP [des)

Pagu Indikatil Desa (P10

Bernita Acara Musrenbangdes EKP Desa, iDhiampir Daftar hadir)

n

A, Berita Acara Hasil Penvusunan Rancanpan RKFP Desa. {Dlampirt
Daftar hadar

7. Rancangan RKP Desa [Proposal, - RAB, Lembar Pemenksaan
Teknis RAG}

& Bernta Acara Musdes RKFP Desa, [Dilampes Daffar hodirg

4. Foto Penvelenggaraan Musrebangdes RKF Des

10.Pera Lokaesi Rencana Kegiatan fdisertai legenda |

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenas Rencena Kerja Pemerintah Desa [RKP
Desal sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam
lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemenntah Desa
{RKP Desa) Tahun 2016,

Pasal 11

Larnpiran-lampiran  scbagaimane dimaksud dalam pasal 10

merupakan bagian vang tidak terpisahkan dan Peraturan Desa ini.

Pasal 12

i} RKP-Desa Tahun 2016 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam
penyusunan APE Desa tahun berjalan,

[2] REP-Desa Tahun 2016 sebapai acuan bagi Pemerintah Desa dan
sgluruh pemangku kepentingan di desa sesual Kewenangannya
dalam melaksanakan pembangunan desa taban 2016



Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan cleh Pemerintal Desa dalam rangka

penyelengparaan pemerintahan desa,

BAE 1V
KETENTLUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Desa ini rmoulai berlaku pada {anggal diundangkan.

Agar scliap orang mengetahminya, memerintabkan pengundangan
Prraturan Desa inl dengan penempataniya dalam Lembaran Desa

Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

|Mtetapkan di Fener
pada tanggal {1 Desember 20153

<15 REPALA DESA PENER,

-

LEMBARAN DESA PENER KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR .........




